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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Hak Anak atas 

perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan 

keterlibatan dalam pornografi agar tidak di eksploitasi secara seksual oleh 

pemerintah Thailand sesuai dengan KHA PBB dan OPSC, penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh pemerintah negara 

Thailand belum maksimal dalam menanggulangi ESKA yang terjadi. Penulis 

menemukan bahwa: 

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KHA dan OPSC sudah jelas 

mencakup untuk membantu menanggulangi ESKA yang terjadi di negara 

Thailand sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 34, 36 KHA, dan Pasal 8-10 

OPSC.  

2. Ketentuan dalam KHA sebagai instrumen untuk menanggulangi ESKA 

dimaksudkan untuk umum, sedangkan negara Thailand sendiri memiliki 

undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan prostitusi yang 

mencakup referensi khusus untuk anak-anak yaitu Prevention and 

Supression of Prostitution Act B.E (1996), karena masyarakatnya tidak 

paham akan hukum domestiknya sendiri maka UU ini hanya memiliki peran 

kecil dan belum bisa memenuhi pasal-pasal yang sudah disebutkan penulis 
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pada nomor satu, maka hal ini bukan menjadi alasan utama untuk mengubah 

keadaan dan menurunkan jumlah pelacur anak.  

3. Pemerintahan Thailand tidak melegalkan prostitusi di negaranya, akan 

tetapi masyarakat sekitar menjadikan hal tersebut sebagai hal yang sudah 

biasa dilakukan dan kasus ESKA terjadi karena dorongan dari kerabat 

terdekatnya sendiri seperti keluarga dan teman-teman dekat baik melakukan 

secara langsung maupun secara Online, sehingga negara Thailand 

menduduki posisi tier 3 di wilayah ASEAN karena tidak memenuhi standar 

minimum untuk perlindungan manusia.  

B. Saran 

Dalam melakukan kebijakan penanggulangan ESKA yang terjadi, saran 

dari penulis tercantum pada poin-poin di bawah ini yaitu:  

1. Karena kebijakan lama salah satu bukti konkritnya yaitu kebijakan 

Prevention and Supression of Prostitution Act B.E (1996) belum berjalan 

dengan baik, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap 

kebijakan hukum yang sudah dilakukan dan perlu diberikan solusi agar bisa 

memantau lebih jelas perkembangannya sesuai dengan kondisi yang 

terdapat di lapangan.  

2. Pemerintah sebaiknya melakukan suatu rancangan kebijakan yang ingin 

dilakukan setiap lima tahun kedepan dan dituliskan didalam report negara 

tersebut, lalu wajib diberikan kepada komite hak anak agar negara di pantau 

oleh komite yang bertanggung jawab untuk menanggulangi eksploitasi 

anak.  
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3. Melakukan pemahaman hukum terhadap lingkungan orang-orang yang 

sudah cakap hukum agar tidak mendorong anak-anak untuk melakukan 

eksploitasi/memperkerjakan mereka untuk melakukan eksploitasi.  

4. Pemerintah sebaiknya mendirikan lapangan pekerjaan khusus bagi orang 

yang tidak berpendidikan, migran, dan orang miskin agar mereka tidak 

didorong oleh keluarganya sendiri untuk melakukan eksploitasi.  

5. Memperkuat pengaturan hukum nasional yang ada di Thailand yang 

berkaitan dengan ESKA agar masyarakat mengerti jika UU negaranya 

terdapat kebijakan untuk menanggulangi ESKA.  

6. Memperjelas dan memperkuat hukuman apa yang akan diberikan bagi para 

pelaku eksploitasi di dalam hukum nasional Thailand agar mereka 

mendapatkan efek yang jera. 

7. Melakukan kerjasama antar negara dengan dibantu oleh organisasi-

organisasi pemerintah dan non-pemerintah misalkan ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights, United Nations, Save The 

Children, Oxfam dan lainnya, untuk menanggulangi ESKA dengan 

menulusuri kondisi tempat-tempat yang memang berpotensi untuk 

terjadinya ESKA tersebut secara menyeluruh tidak hanya di kota-kota yang 

sudah marak terjadi kasus ESKA.  

8. Perlunya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat dan pencegahan 

eksploitasi seksual yang dibantu oleh pemerintah Thailand dengan 

melakukan pembelajaran atau peringatan bahayanya eksploitasi anak atau 
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efek yang akan terjadi jika terjerumus dalam eksploitasi di lingkungan 

sekolah maupun lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. 

9. Masukan dari Komite Hak Anak menurut penulis memang benar adanya, 

karena sampai saat inipun menurut penulis kasus ESKA masih beberapa kali 

terjadi dikota yang sama dan kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan 

tersebut tidak menjadikan kasus tersebut menurun. 
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